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ABSTRAK 

 

Nama    : Mujiburrahman 

NIM    : 170801065 

Fakultas/Jurusan  : FISIP/Ilmu Politik 

Judul                            : Strategi Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam         

Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2017-2020 

Pembimbing I  : Dr. Muslim Zainuddin, M.Si 

Pembimbing II : Renaldi Safriansyah, S.E., M.HSc  

Kata Kunci  : Strategi, Penanggulangan, Kemiskinan 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagimana Strategi Pemerintah Kota 

Banda Aceh Dalam Penanggulangan Kemiskinan tahun 2017-2020 dan juga untuk 

mengetahui implikasi Strategi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam 

Penanggulangan Kemiskinan pada aspek pendidikan, aspek kesehatan, aspek 

sosial. Strategi pengentasan kemiskinan telah menjadi tujuan pembangunan yang 

fundamental sehingga menjadi sebuah alat ukur untuk menilai efektifitas berbagai 

jenis program pembangunan. Pemerintah baik pusat dan daerah telah berupaya 

dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan program-program penanggulangan 

kemiskinan, namun masih jauh dari induk permasalahan. Kebijakan dan program 

yang dilakasanakan belum menunjukkan hasil yang optimal. Peneliti dalam 

penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang dimana hanya 

menggunakan kajian data/Library Reaserch. Strategi Pemerintah Kota Banda Aceh 

Dalam penanggulangan Kemiskinan dapat dilihat pada tiga aspek yang sangat 

berpengaruh besar pada turun naiknya angka kemiskinan yaitu, aspek pendidikan, 

aspek kesehatan dan aspek sosial. Yang dimana pengaruhnya aspek pendidikan 

terhadap penanggulangan kemiskinan yaitu dengan berpendidikan masyarakat akan 

mendapatkan pekerjaan yang layak, dan untuk aspek kesehatan juga berpengaruh 

terhadap penanggulangan kemiskinan yang dimana dengan kesehatan yang baik 

dapat membuat produktivitas tubuh manusia dapat melakukan aktifitas yang lebih 

dan efektif. Begitupun dengan aspek sosial juga sangat mempengaruh pada 

penanggulangan kemiskinan dimana adanya peran negara untuk membantu 

penyaluran bantuan sosial seperti Bantuan Tunai Langsung (BLT) dan Program 

Keluarga Harapan (PKH) guna memperbaiki kesejahteraan sosial masyarakat 

menjadi lebih baik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Strategi pengentasan kemiskinan telah menjadi tujuan pembangunan yang 

fundamental sehingga menjadi sebuah alat ukur untuk menilai efektifitas 

berbagai jenis program pembangunan. Pemerintah baik pusat dan daerah telah 

berupaya dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan program-program 

penanggulangan kemiskinan, namun masih jauh dari induk permasalahan. 

Kebijakan dan program yang dilakasanakan belum menunjukkan hasil yang 

optimal. Masih terjadi kesenjangan antara rencana. dan pencapaian tujuan karena 

kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan lebih berorientasi pada 

program sektoral. Oleh karena itu diperlukan suatu strategi penanggulangan 

kemiskinan yang terpadu, terintegrasi dan sinergi sehingga dapat menyelesaikan 

masalah secara tuntas karena permasalahan kemiskinan merupakan lingkaran 

kemiskinan.1 

Banyak dampak negatif yang disebabkan oleh kemiskinan. Seiring 

munculnya permasalahan sosial kemiskinan juga dapat mempengaruhi 3 

pembangunan suatu ekonomi negara. Kemiskinan yang tinggi akan 

menyebabkan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pembangunan ekonomi 

                                                             
1 Sukmaraga “Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia” Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Pembangunan, Universitas Diponegoro. Semarang Tahun 

2011 Hal. 20 
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Tabel 1.1. Presentase Kemiskinan Provinsi Aceh 

Tahun 2017-2019 

lebih besar, sehingga secara tidak langsung akan menghambat pembangunan 

ekonomi. Berikut tabel jumlah angka kemiskinan di Provinsi Aceh tahun 2017-

2019.  

 

No. Kabupaten/Kota 2017 2019 

1 Simelue 20,20 18,99 

2 Aceh Singkil 22,11 20,78 

3 Aceh Selatan 14,07 13,09 

4 Aceh Tenggara 14,86 13,43 

5 Aceh Timur 15,25 14,47 

6 Aceh Tengah 16,84 15,50 

7 Aceh Barat 20,28 18,79 

8 Aceh Besar 15,41 13,32 

9 Pidie 21,43 19,46 

10 Bireuen 21,43 13,56 

11 Aceh Utara 19,78 17,39 

12 Aceh Barat Daya 18,31 16,26 

13 Gayo Lues 21,97 19,87 

14 Aceh Tamiang 14,69 13,38 

15 Nagan Raya 19,34 17,97 

16 Aceh Raya 14,85 13,36 

17 Bener Meriah 21,14 19,30 
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18 Pidie Jaya 21,82 19,31 

19 Banda Aceh 7,44 7,22 

20 Sabang 17,66 15,60 

21 Langsa  11,24 10,57 

22 Lhoksemawe 12,32 11,18 

23 Subulussalam  19,71 17,95 

Jumlah 16,89 17,32 

Sumber : BPS Kota Banda Aceh tahun 2017-2019 

Berdasarkan tabel di atas yaitu tabel 1.1. memperlihatkan bahwa tingkat 

angka kemiskinan dari 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh paling tinggi 

diduduki oleh Kabupaten Aceh Singkil. Untuk urutan kedua tertinggi yaitu 

Kabupaten Gayo Lues dan untuk yang terendah angka kemiskinan di Provinsi 

Aceh yaitu Kota Banda Aceh. Jadi secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa 

Kota Banda Aceh memiliki angka tingkat kemiskinan terendah dibandingkan 

Kabupaten/Kota Lainnya di Provinsi Aceh. 

Angka Kemiskinan di Kota Banda Aceh dari tahun 2017 ke tahun 2019 

menujukkan angka penurunan yang signifikan, seperti yang dijelaskan di dalam 

grafik berikut : 
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Grafik 1.1.  

Presentase Penduduk Miskin Kota Banda Aceh, Tahun 2013-2019 

 

Sumber :  Bps Kota Banda Aceh Tahun 2013-2019 

Tingkat  kemiskinan di Kota Banda Aceh mengalami penurunan secara 

drastis dari tahun ke tahun. Grafik 1. Menunjukkan persentase kemiskinan di Kota 

Banda Aceh telah menurun pada tahun 2013 angka kemiskinan sebesar 8.03 % 

menurun menjadi 7,22 % pada tahun 2019. Presentase penduduk miskin Kota 

Banda Aceh terus mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya, kecuali pada 

tahun 2017. Persentase penduduk miskin Kota Banda Aceh sempat mengalami 

kenaikan dari 7,41 % menjadi 7,44 %. Persentase penduduk miskin lalu turun di 

tahun berikutnya dan  kembali turun di tahun 2019 menjadi 7,22 %.2 Jadi dapat 

                                                             
2 BPS Kota Banda Aceh (Susenas 2013-2019) 
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Tabel 1.2. Tingkat Pendidikan di Kota Banda 

Aceh  tahun 2019-2020 

disimpulkan bahwa angka kemiskinan di Kota Banda Aceh menurun dari tahun ke 

tahun. 

Tingkat kemiskinan juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dikarenakan 

menjadi peran utama bagi pemerintah untuk mensejahterakan kehidupan bangsa. 

Pernyataan ini diperkuat oleh pasal 31 undang-undang dasar Negara Republik 

Indonesia yang menyatakan seluruh warga negara berhak mendapatkan pengajaran 

atau pendidikan. Pada era globalisasi menjadi perubahan pada tingkat kebutuhan 

persyaratan lapangan pekerjaan. Secara keseluruhan lapangan perkerjaan pada era 

sekarang lebih mengutamakan tingkat pendidikan. Sehingga kebutuhan pendidikan 

menjadi penting bagi masyarakat untuk memenuhi persaingan dalam pencarian 

lapangan pekerjaan.3 Kota Banda Aceh se-bagai Ibu Kota Provinsi Aceh yang 

dinobatkan sebagai kota pelajar menunjukkan Angka Partisipasi Murni (APM) 

Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Banda Aceh, 2019–2020 sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

      

               Sumber BPS Kota Banda Aceh 

                                                             
3 H.A.R Tilaar (1), “Kekuasaan dan Pendidikan, Manajemen Pendidikan 

Nasional Dalam Pusaran Kekuasaan, Jakarta, Penerbit Rineka Cipta, 2003, Hlm.3 
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Terkait pada tabel 1.2. yang menjelaskan mengenai tingkat pendidikan di 

Kota Banda Aceh untuk tahun 2019-2020. Pada Tahun 2019 Jumlah Angka 

Partisipasi Murni (APM)  Pada Tingkatan Sekolah dasar (SD) tercatat sebanyak 

99,94 persen, dan angka tersebut menurun pada tahun 2020 yang hanya mencapai 

99,74 persen. Angka Partisipasi Murni (APM) pada tahun 2019 untuk tingkat 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) juga tergolong rendah dengan jumlah 84,73 

persen, untuk tahun 2020 jumlah tersebut naik menjadi 86,02 persen. Untuk 

tingkatan Sekolah Menengah Atas (SMA)  pada tahun 2019 angka partisipasi murni 

(APM)  hanya tercatat 81,47 persen, dan untuk tahun 2020 angka tersebut 

bertambah menjadi 81,58 persen. Sehingga dapat kita simpulkan bahwasanya angka 

partisipasi murni untuk tingkatan SD,SMP,SMA dari tahun ke tahun ada 

peningkatan secara signifikan. 

Kemiskinan juga dipengaruhi oleh kesehatan, kondisi kesehatan yang 

memburuk membuat kondisi tubuh manusia kurang produktif. Produktivitas yang 

berkurang mengakibatkan semakin minimnya penghasilan yang didapatkan. Ketika 

yang dihadapi pada kondisi pembiayaan untuk berobat lebih mahal sehingga 

dibutuhkan pengeluaran yang sangat besar untuk membayar pembiayaan 

pengobatan. Buruknya kondisi kesehatan memburuk mengakibatkan orang miskin 

yang tidak memiliki jaminan kesehatan dengan berjalannya waktu akan membuat 

lingkaran kemiskinan menjadi lebar dan luas.4 

 

                                                             
4 Mulyadi,“identifikasi,penyebab dan strategi penanggulangan kemiskinan”,2011, 

hlm.53 
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Grafik 1.2. Persentase Penduduk yang berobat jalan berdasarkan fasilitas 

kesehatan yang dikunjungi di Kota Banda Aceh, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fasilitas kesehatan yang paling tinggi yang dimanfaatkan oleh masyarakat 

untuk berobat adalah puskesmas/pustu dikarenakan jarak tempuh yang dijangkau 

mudah bagi kalangan masyarakat, dan juga pelayanan di puskesmas semakin 

membaik, tahun 2019, angka presentase penduduk yang berobat jalan di 

puskesmas/pustu sebesar 38,42 persen, sedangkan praktek dokter/bidan menjadi 

kedua fasilitas yang digunakan oleh masyarakat yang angka kunjungan kalangan  

sebesar 20,76 persen, dan yang paling rendah untuk fasilitas yang dimanfaatkan 

masyarakat yaitu UKBM (Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat) yang 

hanya bejumlah 1,51 persen dan selebih nya berobat jalan pada RS Swasta, 

klinik/praktek dokter, RS pemerintah, pengobatan tradisional/alternatif. 

Aspek sosial juga memiliki peran pada penanggulangan kemiskinan. 

Tingkat kesejahteraan masyarakat tergantung pada kondisi sosial. Program-

program kesejahteraan sosial oleh pemerintah masyarakat seperti pemberian 

bantuan tunai langsung (BLT), bantuan program keluarga harapan (PKH) dan 
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program-program lainnya yang menunjang pertumbuhan perekonomian 

masyarakat. 

Tabel 1.2. Data Peneriman Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2019 

          

Sumber : data.bandaacehkota.go.id 

Berdasarkan tabel diatas yaitu tabel 1.3. yang menjelaskan jumlah penerima  

Program Keluarga Harapan (PKH) pada Kecamatan di Kota Banda Aceh pada Pada 

tahun 2019 dan yang paling banyak yang menerima program PKH yaitu Kecamatan 

Ulee Kareng secara keseluruhan sebanyak 667 penduduk dan yang kedua tertinggi 

yang menerima bantuan PKH yaitu Kecamatan syiah Kuala yang sebanyak 629 

penduduk. Terkait yang paling terendah pada tahun 2019 yang menerima bantuan 

Program Keluarga Harapan jatuh pada Kecamatan Jaya Baru yang hanya mencapai 

370 penduduk. 

Berdasarkan permasalahan di atas argumen awal peneliti melihat bahwa 

strategi pemeintah Kota Banda Aceh dalam menanggulangi kemiskinan tahun 

2017-2020 didasarkan pada tiga aspek yaitu pendidikan, kesehatan dan sosial. Oleh 

karena itu penliti ingin meneliti lebih lanjut terkait bagaimana “Strategi Pemerintah 

Kota Banda Aceh Dalam Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2017-2020” 
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1.2. Rumusan masalah  

1. Bagaimana strategi pemerintah Kota Banda Aceh dalam penanggulangan 

kemiskinan ? 

2. Bagaimana implikasi strategi pemerintah Kota Banda Aceh dalam 

penanggulangan kemiskinan pada aspek pendidikan, aspek kesehatan, dan 

aspek sosial ? 

1.3.  Tujuan penelitian 

1. Untuk mengetahui strategi dan arah kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh 

pada masa periode 2017-2020. 

2. Untuk mengetahui dampak implementasi strategi pemerintah Kota Banda 

Aceh dalam penanggulangan kemiskinan pada aspek pendidikan,kesehatan, 

dan sosial. 

1.4. Fokus penelitian  

Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini mengunakan kajian data 

documen Rentra Kota Banda Aceh pada tahun 2017-2022 dan data Indikator 

Kesejahteraan Rakyat Kota Banda Aceh pada tahun 2016 dan 2020 untuk 

melihat bagaimana Strategi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam 

penanggulangan kemiskinan dan juga bagaimana implikasi strategi pemerintah 

Kota Banda Aceh dalam penanggulangan kemiskinan pada aspek pendidikan, 

kesehatan dan Kesejahteraan sosial. 

 

 

 



 

10 

 

1.5. Manfaat Peneltian 

 Manfaat teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memperkaya khasanah 

keilmuan jurusan Ilmu Politik fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan 

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. 

 Manfaat praktis  

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah dan 

melengkapi kepustakaan dibidang Ilmu politik, terutama yang berkaitan 

dengan Strategi Pemerintah Kota Banda Aceh  Dalam Penanggulangan 

Kemiskinan Tahun 2017-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Pembahasan Penelitian Yang Relavan 

Penelitian pertama ditulis oleh Suprizal R, yang berjudul “Strategi 

Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Desa Teluk Pulai 

Kecamatan Pasir Limau Kapas”. Penelitian ini dilatar belakangi oleh inovasi-

inovasi yang dilakukan desa untuk memberikan kesejahteraan dan mengatasi 

kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Strategi yang 

digunakan dalam mengatasi kemiskinan di DesaTeluk Pulai Kecamatan Pasir 

Limau Kapas, (2) Dampak dari strategi mengatasi kemiskinan yang digunakan.  

Untuk mendapatkan tujuan dari penelitian ini digunakan pendekatan deskriptif 

kualitatif dengan subjek penelitian yang terdiri dari perangkat desa Teluk Pulai. 

Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan 

dekumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang digunakan 

untuk mengatasi kemiskinan adalah pemerintah melakukan koordinasi dengan 

masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya 

meningkatkan usaha kerja, masyarakat di ajak untuk bekerja sama dalam 

meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik.5  

Penelitian kedua di tulis oleh Febryanti Fajri R yang berjudul tentang “ 

Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Kemiskinan di 

                                                             
5 Suprizal R “Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Kemiskinan di Desa 

Teluk Pulai Kecamatan Pasir Limau Kapas” (Skripsi) Fakultas dan Komunikasi 

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2019 
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Kabupaten Maros”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis 

upaya Pemerintah Daerah dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten 

Maros dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk mencapai tujuan 

tersebut, digunakan metode penelitian kualitatif dengan mengurai data secara 

deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara 

mendalam, dokumen dan arsip dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukan dua hal : Pertama, upaya Pemerintah Daerah dalam 

penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi serta Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan 

Kabupaten Maros, melalui program penanggulangan kemiskinan yang meliputi 

program keluarga harapan (PKH), program pemberdayaan fakir miskin (KUBE-

FM) dan program pemberdayaan UMKM. Kedua, dalam pelaksanaannya 

terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi, meliputi faktor pendukung dan 

faktor penghambat. Faktor pendukung yakni adanya komitmen antara 

pemerintah pusat dan daerah, adanya koordinasi yang baik antar aktor yang 

terlibat, adanya kerjasama antar pihak yang terkait, adanya motivasi dari dalam 

diri setiap anggota untuk mengikuti setiap kegiatan, adanya struktur organisasi 

yang terintegrasi, dan pemanfaatan teknologi. Dan yang menjadi faktor 

penghambat yakni kurangnya pemahaman masyarakat miskin terhadap sanksi 

jika melanggar kewajiban, keterbatasan anggaran, kurangnya kualitas sumber 

daya manusia, adanya hubungan yang kurang baik antar anggota, kurangnya 
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kemampuan yang dimiliki oleh pelaku UMKM serta sarana dan prasarana yang 

belum memadahi.6 

Penelitian ketiga ditulis oleh Muhammad Iqbal yang berjudul tentang 

“Peranan Pemerintah Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kota Jambi”. 

Skripsi ini dilatar belakangi oleh permasalahan Peranan Pemerintah Dalam 

Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kota Jambi. Melalui penelitian ini ingin di 

jawab dua hal penting yaitu bagaimana upaya yang di lakukan pemerintah dalam 

pengentasan kemiskinan di kota jambi dan apa saja kendala yang di hadapi 

pemerintah dalam melakukan pengentasan kemiskinan di kota jambi. Untuk 

menjawab persoalan di atas, maka peneliti menggunakan metodologi penelitian 

yang sistematik. Adapun pendekatan penelitian yang di gunakan adalah 

kualitatif, setting penelitiannya di bappeda kota jambi, teknik pengumpulan 

datanya menggunakan wawancara dan dokumentasi. Secara praktis penelitian 

ini dapat menjadi sumbangan pemikiran mengenai permasalahan dan juga 

masukan bagi Pemerintah Kota Jambi, khususnya peranan Pemerintah Dalam 

Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kota Jambi. Setelah melakukan penelitian 

tentang Peranan Pemerintah dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kota 

Jambi dapat di ambil kesimpulan salah satunya yaitu Peran Bappeda sebagai 

aparatur pemerintah dalam pelaksanaan dan perencana pembangunan di Kota 

Jambi yang mana dapat kita lihat dari pelimpahan wewenang Pemerintah dalam 

Pengentasan Kemiskinan di Kota Jambi yang mana bappeda bisa disebut juga 

                                                             
6 Febryanty Fajry.R “Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam 

Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Maros” Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Hasanuddin 2017 
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sebagai dapur bagi pemerintahan. Yang mengatur dan merencanakan setiap 

pembangunan guna melakukan pengentasan kemiskinan yang ada di Kota 

Jambi.7 

Penelitian keempat diteliti oleh Tibyan yang berjudul tentang “Analisis 

Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sragen”. Tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui dampak Program Penanggulangan Kemiskinan 

Perkotaan (P2KP) pada 1) peningkatkan produktivitas, 2) jumlah tenaga kerja 

dan 3) penghasilan usaha Kelompok Swadana Mandiri (KSM) penerima bantuan 

kredit usaha ekonomi produktif di Kota Sragen. Populasi dari penelitian ini 

adalah 240 anggota KSM yang menerima dana PNPM melalui program P2KP 

Kabupaten Sragen. Jumlah sampel sebanyak 48 responden yang diambil dengan 

teknik quota sampling. Analisis data dengan uji beda rata-rata. Hasil penelitian 

menunjukkan 1) Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dapat 

meningkatkan produktivitas, 2) jumlah tenaga kerja, dan penghasilan KSM yang 

menerima pemberian bantuan kredit usaha ekonomi produktif di Kota Sragen.8  

2.2. Landasan Teori 

2.2.1.  Kemiskinan   

Kemiskinan sering dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang 

untuk menjamin kelangsungan hidup Menurut Ravallion (dalam Arsyad) 

kemiskinan adalah “kelaparan, tidak memiliki tempat tinggal, bila sakit 

                                                             
7 Muhammad Iqbal “Peranan Pemerintah Dalam Upaya Pengetasan Kemiskinan 

di Kota Jambi” Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri 

Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2018 
8 Tibyan “Analisis Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sragen” 

Fakultas Ekonomi Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan Surakarta 2010 
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tidak mempunyai dana untuk berobat”.  Dari dua definisi di atas kemiskinan 

dapat diartikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi berbagai 

kebutuhan seperti pangan, perumahan, pakaian, pendidikan, kesehatan, dan 

sebagainya.9 

2.2.2. Faktor Penyebab Kemiskinan  

Menurut Arsyad, “kemiskinan dapat ditimbulkan oleh hal-hal yang bersifat 

alamiah atau kultural dan hal-hal yang bersifat non alamiah atau struktural”. 

Menurut Paul Spicker (dalam Wijayanto, 2010) penyebab kemiskinan dapat 

dibagi menjadi dalam empat madzab, yaitu individual explanation, familial 

explanation, subcultural explanation, structural explanation. Berdasarkan 

penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab kemiskinan 

bisa datang dari diri sendiri (faktor alamiah), dan dari lingkungan sekitar 

(faktor non alamiah).10 

2.2.3. Negara Kesejahteraan  

Spicker, mendefinisikan negara kesejahteraan merupakan sebuah sistem 

kesejahteraan sosial yang memberi peran lebih besar kepada Negara untuk 

mengalokasikan sebagian dana publik demi menjamin terpenuhinya 

kebutuhan dasar warga negara, membuat ekonomi beroperasi dengan 

efesien, serta mengatasi ketidaksesuaian antara efisien dan keadilan sosial 

Menurut besarnya anggaran untuk jaminan sosial, negara kesejahteraan 

dapat dikategorikan atas :  

                                                             
9 Arsyad, Lincolin. 2010. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Hal. 14 
10 Ibid hal.15 
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 Model universal dimana pemerintah menyediakan jaminan sosial, negara 

secara lembaga dan merata;  

 Model institusional dimana jaminan sosial dari negara cukup luas dan besar, 

namun adanya kontribusi terhadap berbagai jenis jaminan sosial yang 

berasal dari tiga pihak yakni pemerintah, dunia usaha, dan pekerja atau 

buruh. 

 Model residual dimana jaminan sosial oleh pemerintah lebih diutamakan 

kepada kelompok lemah seperti orang miskin, cacat, pengangguran, dan 

manula. Pemerintah menyerahkan sebagian perannya kepada organisasi 

sosial dan LSM melalui pemberian subsidi bagi pelayanan sosial dan 

rehabilitas sosial swasta.11 

 

 

 

 

 

 

                                                             
11 Spicker dalam Buku, Edy Mulyana. “Ekonomi Aceh di Era Milenium”, 

Nanggroe Aceh Drussalam, CV. DOMINAN, 2008, hlm.14 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif deaskriptif.. Penelitian 

Kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsi-kan dan 

menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan dan 

persepsi.12 Data yang didapatkan kemudian dianalisis untuk memperoleh jawaban 

terhadap suatu per-masalahan yang timbul. Adapun metode penelitian ini 

mengunakan Dekstop Study dan analisa data skunder. Dalam analisa data, penulis 

melakukan perbandingan kondisi aspek-aspek kemiskinan sebelum dan sesudah 

(before dan after), yaitu sebelum pelaksanaan dan sesudah Rencana Strategi Kota 

Banda Aceh. 

 

3.2. Fokus penelitian  

Fokus penelitian melihat Strategi pemerintah Kota Banda Aceh dalam 

Penanggulangan Kemiskinan dan juga Implikasi strategi dalam penaggulangan 

kemiskinan pada  tiga aspek yaitu aspek pendidikan, aspek kesehatan dan aspek 

sosial. 

 

 

                                                             
12 Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, (Bandung: Alfabeta, 2014), 

hal.11   
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3.3. Jenis dan sumber data 

Adapun jenis dan sumber data penelitian ini adalah : . 

 Data Skunder, yakni data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung 

melalui data documen Renstra Kota Banda Aceh periode 2017-2022 dari 

tiga aspek yaitu Renstra Dinas Pendidikan, Renstra Dinas Kesehatan dan 

Renstra Dinas Sosial,  juga meliputi data documen Indikator Kesejahteraan 

Rakyat Kota Banda Aceh untuk tahun 2016 dan 2020 yang terdiri dari tiga 

bidang yaitu bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang sosial dan 

yang terakhir data document Kota Banda Aceh dalam Angka tahun 2017 

dan 2020. 

 

3.4. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian. Karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data 

yang memenuhi standar data yang ditetapkan.13 Teknik pengumpulan data meru-

pakan teknik-teknik yang digunakan oleh peneliti dalam usaha mengumpulkan data 

dari lapangan. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu data 

dokumentasi. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai teknik pengumpulan data 

sebagai berikut : 

 

                                                             
13 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,Kualitatf, 

dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal.308   
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a. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data mengenai hal-hal 

atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, koran, majalah, 

notulen rapat, agenda dan lain-lain, dengan metode dokumentasi 

memiliki keunggulan dari segi efisien waktu dan tenaga.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
14 Johni Dimyati, Metodologi Penelitian Pendidikan & Aplikasinya, (Jakarta: 

Kencana, 2013), hal.100   
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BAB IV 

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 

 

4.1.  Profil Kota Banda Aceh 

Kota Banda Aceh merupakan salah satu dan juga ibu kota Provinsi Aceh, 

Indonesia. Kota Banda Aceh menjadi pusat pemerintah dan juga menjadi pusat 

perekonomian dan politik, sosial dan budaya untuk seluruh daerah yang berada 

di Provinsi Aceh . Kota Banda Aceh merupakan kota yang berlandasan syariat 

islam yang paling tua di Asia Tenggara, dimana Kota Banda Aceh juga ibu kota 

dari Kesultanan Aceh. Sejak dulu Kota Banda Aceh disebut dengan daerah 

Kutaraja dikarenakan pusat daerah para raja-raja, kemudian pada 28 Desember 

1962 nama tersebut diubah menjadi Kota Banda Aceh. Sebagai pusat 

pemerintahan,  politik, ekonomi, sosial dan budaya. 

 

Gambar 4.1  Peta Kota Banda Aceh 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Gambar di Ambil pada profil Kota Banda Aceh 

 



 

21 

 

  

Letak astronomis Banda Aceh adalah 05°16’15”–05°36’16” Litang Utara 

dan 95°16’15”–95°22’35” Bujur Timur dengan tinggi rata-rata 0,80 meter di 

atas permukaan laut. Pada tanggal 26 Desember 2004, Kota Banda Aceh 

diterjang ombak yang sangat besar atau juga disebut dengan sebutan tsunami 

yang diawli dengan gempa 9,2 Skala Richter di Samudera Indonesia. Bencana 

tsunami ini menelan ratusan masyarakat Kota Banda Aceh dan merobohkan 

bangunan-bangunan dari 60% bangunan permanen lainnya. Berdasarkan 

statistik Kota Banda Aceh, jumlah penduduk Kota Banda Aceh hingga akhir Mei 

2012 adalah sebesar 248.727 jiwa. Dengan bencana tersebut membuat 

pemerintah Kota Banda Aceh harus bekerja dan berpikir keras untuk 

memulihkan pada sektor pemerintahan, ekonomi, politik dan sosial di Kota 

Banda Aceh.15 

 

4.1.1. IPM ( Indeks Pembangunan Manusia ) dan IPG ( Indeks Pembangunan 

Gender) 

IPM merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pem-

bangunan manusia yang dianggap sangat mendasar yaitu umur panjang dan 

hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Sedangkan IPG adalah 

indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capain antara IPM 

perempuan dengan IPM laki-laki. Untuk data IPM dan IPG Kota Banda Aceh 

                                                             
15 Profil dan peta Kota Banda Aceh yang di upload pada tanggal 30 juni 2021 



 

22 

 

dapat dilihat dalam tabel In-deks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks 

Pembangunan Gender (IPG) Kota Banda Aceh, 2016- 2019 berikut : 

 

Tabel 3.1. Presentase Jumlah Indeks Pembangunan  

di Kota Banda Aceh Tahun 2016-2019 

 

 

 

   Sumber : data BPS Kota Banda Aceh 

 Berdasarkan tabel 4.1. di atas menjelaskan bahwa IPM tahun 2016 

sebanyak 83.73 persen tahun 2017 sebanyak 83.95 di tahun 2018 sebanyak 

84.37 dan di ta-hun 2019 sebanyak 85.7. Ini menunjukkan bahwa ada 

peningkatan yang terjadi pada angka IPM setiap tahunnya. Hal tersebut 

mengartikan IPM Kota Banda Aceh berjalan dengan baik. Sedangkan untuk 

IPG tahun 2017 menunjukkan 95.40 per-sen tahun 2018 sebanyak 95.46 dan di 

tahun 2019 sebanyak 95.17 persen. Ini menjelaskan bahwa IPG di Banda Aceh 

belum stabil masih terjadi penurunan 

4.1.2. Tingkat ekonomi 

  Kota Banda Aceh merupakan kota yang mengandalkan lapangan pekerjaan 

berdasarkan penggunaan jasa-jasa sebagai sumber perekonomian. Banda Aceh 

juga kota pendidikan dimana terdapat universitas tertua dan terbesar di Provinsi 

Aceh di kota ini, yaitu Universitas Syiah Kuala. Perusahaan swasta pun banyak 

membuka kantor cabang dan perwakilan di kota ini. Seperti mall, pusat- pusat 
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perbelanjaan, jasa perawatan motor, mobil dan perdagangan besar sampai 

eceran. Sebagai pusat Ibu Kota di Banda Aceh juga banyak terbuka lapangan 

pekerjaan sebagai pelayanan administrasi pemerintah. Lapangan pekerjaan di 

Kota Banda Aceh disebutkan dalam data sebagai berikut: 

Grafik 4.2. Tingkat ekonomi pada Kota Banda Aceh 

 

 

  

 

 

Sumber : Data BPS Kota Banda Aceh 

Berdasarkan data Grafik 4.1. di atas dapat disimpulkan bahwa kondisi tersebut 

me-nyebabkan lapangan pekerjaan penduduk yang bekerja didominasi lapangan 

pekerjaan terhadap penggunaan jasa. Kemudian lapangan kerja perdagangan 

besar dan eceran reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor menyerap 

tenaga kerja terbesar dengan 28.687 orang. Selanjutnya administrasi 

pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib menjadi lapangan pekerjaan 

terbanyak kedua yang me-nyerap tenaga kerja dengan 21.667 orang. Lapangan 

pekerjaan ini juga didominasi oleh tenaga kerja laki-laki sebesar 70,65 persen. 

Penyediaan ako-modasi dan makan minum serta jasa pendidikan menjadi dua 

lapangan kerja beri-kutnya yang menyerap tenaga kerja terbesar. Jadi 
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masyarakat Kota Banda Aceh memanfaatkan keberadaan perusahaan swasta, 

pelayanan jasa dan pelayanan ad-ministrasi pemerintah sebagai lapangan 

pekerjaan utama untuk mendukung ting-kat perekonomiannya. 

4.2. Strategi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Penanggulangan 

Kemiskinan 

Strategi pemerintah Kota Banda Aceh dalam penaggulangan kemiskinan 

dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu aspek pendidikan merupakan pada aspek 

tersebut sangat berpengaruh besar terhadap penanggulangan kemiskinan di Kota 

Banda Aceh. Dikarenakan dengan berpendidikan tinggi masyarakat Kota Banda 

Aceh agar mendapatkan pekerjaan yang layak.  

Selanjutnya dapat dilihat dari aspek kesehatan yaitu dapat mempengaruhi 

angka kemiskinan, Aspek kesehatan yang buruk yang membuat fisikal 

masyarakat kurang produktivitas. Dengan kurang nya produktivitas maka 

penghasilan pun tenganggu sehingga dapat membuat lingkaran kemiskinan 

dikarenakan tingkat kesehatan yang buruk, pada aspek kesejahteraan sosial 

sosial juga berperan pada penanggulangan kemiskinan yang dimana tingkat 

kesejahteraan masyarakat tergantung dari pengaruh aspek sosial. Sehingga peran 

pemerintah untuk membantu masyarakat dari segi ekonomi dengan program-

program kesejahteraan masyarakat seperti pemberian Bantuan Tunai Langsung 

(BLT), bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan program-program 

lainnya yang menunjang pertumbuhan perekonomian masyarakat 
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4.2.1. Pendidikan 

Sektor pendidikan memiliki banyak variabel dan masing-masing variabel 

sangat kompleks dan rumit sifatnya. Oleh sebab itu, pembangunan sektor 

pendidikan memerlukan perencanaan yang mendekati benar, harus sangat rinci, 

teliti, kritis, dan strategis. Adapun sektor pendidikan juga mempunyai peran 

utama dari Rencana Strategi Kota Banda Aceh untuk menanggulangi 

kemiskinan di Kota Banda Aceh pada periode 2017-2022 yang mencakup 

beberapa point tentang strategi dan arah kebijakan pendidikan akan kedepannya 

Dapat dilihat pada tabel berikut :  

Tabel 4.2. Strategi dan Arah Kebijakan Pada Sektor Pendidikan  

Periode 2017-2022 

STRATEGI 
ARAH KEBIJAKAN 

a. Meningkatkan peran orang tua, 

komite sekolah, Majelis 

Pendidikan Daerah dan 

stakeholder lainnya dalam 

pembangunan pendidikan. 

b. Peningkatan sarana dan prasarana 

pendidikan secara merata pada 

satuan pendidikan 

a. Penguatan kemitraan keluarga 

satuan pendidikan dan 

masyarakat 

b. Pemenuhan sarana dan 

prasarana pada setiap satuan 

pendidikan 

c. Melaksanakan pendidikan dan 

pelatihan bagi pendidik dan 

tenaga kependidikan melalui 

program kerjasama dan 
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      Sumber : Renstra Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh Periode 2017-2022 

Maka dapat dilihat pada tabel 4.2. Yang menjelaskan sektor pendidikan 

mempunyai beberapa poin, dan strategi arah kebijakan.  

a. Strategi untuk pemerataan akses pendidikan dengan penyediaan sarana dan 

prasarana secara merata di wilayah Kota Banda Aceh dan Arah Kebijakan 

menciptakan pemenuhan akses sarana dan prasarana secara merata pada 

setiap satuan pendidikan di wilayah Kota Banda Aceh 

c. Meningkatkan mutu pendidikan 

dan tenaga kependidikan yang 

berkarakter islami 

d. Peningkatan pembiayaan 

penunjang pendidikan dalam 

rangka menjamin pendidikan 

gratis 

e. Meningkatkan peran satuan 

pendidikan Anak usia dini dan 

pendidikan Non Formal 

f. Melaksanakan program 

pendidikan Diniyah di setiap 

jenjang dan satuan pendidikan 

 

 

kemitraan dengan lembaga 

kependidikan lainnya 

d. Pengalokasian anggaran yang 

sesuai dengan kebutuhan dan 

penyediaan beasiswa 

e. Akreditasi satuan pendidikan 

Anak usia dini dan satuan 

pendidikan Non Formal 

f. Peningkatan mutu dan 

pemahaman siswa terhadap 

pendidikan agama islam 
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b. Strategi peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidikan wajib 

berkarakter islami dan sesuai dengan undang-undang syariat islam yang 

sedang berlaku di wilayah Kota Banda Aceh dan Arah Kebijakan 

menjalankan program-program pendidikan dan pelatihan bagi guru-guru 

dan juga tenaga pendidik lainnya melalui kerjasama dan kemitraan dengan 

lembaga pendidikan lainnya agar terciptanya pendidik atau guru yang 

berkarakter di wilayah Kota Banda Aceh. 

c. Strategi meningkatkan pembiayaan penunjang pendidikan dalam rangka 

menjamin pedidikan gratis dan Arah Kebijakan adanya pengalokasian 

anggaran yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan juga dapat 

menyediakan beasiswa-beasiswa terutama bagi siswa miskin atau kurang 

mampu 

d. Strategi peningkatan peran satuan pendidikan Anak usia dini dan 

pendidikan Non Formal yang lebih baik dan efisien di wilayah Kota Banda 

Aceh dan Arah Kebijakan adanya program peningkatan Akreditasi 

pendidikan Anak usia dini dan pendidikan Non Formal.  

e.  Meningkatkan peran wali murid atau orang tua dari murid, membentuk 

komite sekolah atau majelis pendidikan Daerah dan stakeholder lainnya 

dalam membangun pendidikan di wilayah Kota Banda Aceh dan Arah 

Kebijakan pembentukan dan penguatan kemitraan keluarga satuan 

pendidikan dan masyarakat untuk mendukung pendidikan di wilayah Kota 

Banda Aceh menjadi pendidikan yang cemerlang dan kondusif.  
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4.2.2. Kesehatan 

Sektor Kesehatan Pada Rencana Strategi (Renstra) Kota Banda Aceh 

Periode 2017-2022 mengadopsi program-program strategi pemerintah Kota 

Banda Aceh untuk jangka waktu lima tahun kedepan. Rencana Strategis Dinas 

Kesehata Kota Banda Aceh ini merupakan pedoman, yang akan memberikan 

strategi dan arah kebijakan untuk sektor kesehatan di Kota Banda Aceh dalam 

kurun waktu 2017-2022. Sektor kesehatan juga mempunyai peran utama dalam 

pengetasan kemiskinan di Kota Banda Aceh terutama masyarakat yang kurang 

merasakan pemerataan dari segi kesehatan salah satunya golongan masyarakat 

petani, buruh, dan nelayan. Dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.3. Strategi dan Arah Kebijakan sektor Kesehatan Periode 2017-

2022 

Strategi Arah Kebijakan 

a. Peningkatan dan penyediaan sistem 

pelayanan kesehatan yang 

terintegrasi 

b. Peningkatan kemitraan dengan 

stakeholder kesehatan yang 

profesional 

c. Peningkatan kualitas sarana dan 

prasarana serta fasilitas kesehatan 

yang memadai 

a. Pengembangan system layanan 

kesehatan 

b. Meningkatkan kerja sama lintas 

sektor dan lintas daerah, 

Mengoptimalkan keterlibatan 

para pihak terkait, 

Meningkatkan serta serta 

masyarakat 

c. Pengembangan SDM, 

peningkatan sarana dan 
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d. Peningkatan dan penyediaan sistem 

pelayanan kesehatan yang 

terintegrasi 

e. Peningkatan kualitas sarana dan 

prasarana serta fasilitas kesehatan 

yang memadai 

 

prasarana Kesehatan, 

Standarisasi mutu dan layanan 

kesehatan 

d. Pengembangan sistem layanan 

kesehatan pengembangan SDM  

- Meningkatkan kerjasama 

lintas sektor dan lintas daerah 

- Mengoptimalkan keterlibatan 

para pihak terkait 

- Meningkatkan peran serta 

masyarakat 

e. Peningkatan sarana dan 

prasarana Kesehatan dan 

Standarisasi mutu dan layanan 

Kesehatan 

Sumber : Renstra Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh Periode 2017-2022 

Dapat dilihat pada tabel berikut :  

Maka dapat disimpulkan pada tabel 4.3. Bahwasanya sektor kesehatan 

mempunyai beberapa poin, dan strategi arah kebijakan.  

a. Strategi adanya suatu peningkatan dan  tersedianya sistem pelayanan 

kesehatan yang kondusif dan terintegrasi di wilayah Kota Banda Aceh dan 

Arah Kebijakan mengaju pada pengembangan sistem dan akses layanan 

kesehatan yang lebih baikdan efektif. 
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b. Strategi adanya peningkatan kemitraan dengan adanya stakeholder 

kesehatan yang profesional dan totalitas dan juga disiplin sehingga 

menciptakan mitra kesehatan yang lebih baik di wilayah Kota Banda Aceh 

dan Arah Kebijakan meningkatkan kerja sama lintas sektor dan lintas 

Daerah, dapat mengoptimalkan melibatkan pihak-pihak terkait yang dapat 

berdampak baik bagi masyarakat. 

c. Strategi meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas 

serta juga membangun fasilitas kesehatan yang memadai yang dapat 

membuat masyarakat nyaman dalam menikmati fasilitasnya dan Arah 

Kebijakan mendukung penuh dalam pengembangan SDM, dan 

meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan dan juga memenuhi 

standarisasi mutu dan pelayanan kesehatan. 

4.2.3. Sosial  

Sektor Sosial mengacu pada Rencana Strategis (Renstra)  Kota Banda Aceh 

2017-2022  yang mempunyai fungsi untuk membangun sumber daya manusia 

dengan sumber daya lainnya yang diharapkan mampu menjawab tuntutan 

perkembangan lingkungan strategis yang terus mengalami perubahan sesuai 

dengan dinamika sosial kemasyarakatan. Dengan mengacu pada ketentuan 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan 

pembangunan nasional dan selaras dengan pembangunan jangka menengah 

(RPJM) Kota Banda Aceh, dan dikuatkan dengan qanun Kota Banda Aceh 

Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Kerja daerah Kota Banda 

Aceh. Dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 
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Tabel 4.4. Strategi dan Arah Kebijakan Sektor Sosial periode 2017- 2022 

 

 

Maka dari tabel 4.4. ini kita dapat mempelajari bahwasanya sektor 

kesehatan mempunyai beberapa poin, dan strategi arah kebijakan.  

a.  Strategi  membuat program edukasi dan penyaluran bantuan tepat sasaran 

sesuai kebutuhan hidup masyarakat yang dapat mencapai kesejahteraan 

sosial masyarakat dan Arah Kebijakan menyusun regulasi dan sesuai 

Strategi  Arah Kebijakan 

a. Memberikan pembinaan/bantuan 

tepat sasaran sesuai klaster 

b. Membangun jaringan kemitraan 

lintas sektoral dalam upaya 

penanganan permasalahan sosial 

c. Meningkatkan partisipasi 

masyarakat dan kemitraan dunia 

usaha dalam menyelenggarakan 

kesejahteraan sosial 

d. Meningkatkan partisipasi tenaga 

kesejahteraan social dalam 

memberikan (pelayanan sesuai 

dengan peraturan perundang-

undangan) 

a. Menyusun regulasi tentang 

penyaluran bantuan 

b. Menyusun regulasi mengenai 

penanganan masalah sosial 

c. Melibatkan masyarakat/dunia 

dalam upaya pengentasan 

PMKS (penyandang masalah 

kesejahteraan sosial) 

d. Optimalisasi SDM tenaga 

kesejahteraan sosial melalui 

bimtek/pelatihan sesuai dengan 

standar pelayanan kesejahteraan 

Sumber : Renstra Dinas Sosial Kota Banda Aceh Periode 2017-2022 
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dengan klaster tentang penyaluran bantuan untuk masyarakat miskin dan 

kurang mampu. 

b. Strategi membangun dan menciptakan jaringan dan akses kemitraan pada 

lintas sektor pada sektor penanganan upaya permasalahan kesejahteraan 

sosial dan Arah Kebijakan menciptakan dan membuat regulasi mengenai 

penanganan masalah kesejahteraan sosial tepat sasaran. 

c. Strategi adanya peningkatan dan partisipasi masyarakat terhadap kemitraan 

dunia usaha dalam menyelenggarakan kesejateraan sosial untuk 

membangun dan menciptakan SDM yang bermutu dan usaha kerja 

masyarakat dan Arah Kebijakan membangun kerja sama dengan 

organisasi/komunitas dunia untuk upaya pada pengentasan PMKS 

(penyandang masalah kesejahteraan sosial. 

4.3. Implikasi strategi pemerintah Kota Banda Aceh dalam 

Penanggulangan Kemiskinan Pada Aspek Pendidikan, Kesehatan, dan 

Sosial 

Pemerintah Kota Banda Aceh telah melaksanakan pembangunan di 

berbagai bidang. Adapun pelakasanaan strategi pembangunan yang terkait 

dengan penanggulangan kemiskinan telah disasarkan pada Pendekatan akses 

dan mutu pendidikan, penyediaan bantuan beasiswa bagi mahasiswa miskin, 

peningkatan layanan Kesehatan dan sarana prasarana kesehatan, 

penanggulangan masalah sosial, peningkatan kesejahteraan melalui bintek dan 

pelatihan, Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Banda Aceh 2016 dan 2020 

merupakan  yang menyajikan data tentang kesejahteraan masyarakat Kota 
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Banda Aceh pada tahun 2016 dan 2020. Data yang disajikan dalam publikasi 

ini bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan 

Kerja Nasional (Sakernas) yang dilakukan di Kota Banda Aceh pada tahun 2016 

dan 2020 menggambarkan data dan informasi mengenai tingkat kesejahteraan 

penduduk Kota Banda Aceh yang disajikan dalam bentuk tabel dan ulasan-

ulasan singkat mengenai indikator-indikator tersebut. 

4.3.1.  Pendidikan 

Pendidikan memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan 

merupakan salah satu Indikator kebutuhan dasar manusia dalam upaya 

meningkatkan status sosial dalam kehidupan masyarakat. Keadaan pendidikan 

penduduk secara umum dapat diketahui dari beberapa indikator seperti angka 

partisipasi sekolah, tingkat pendidikan yang ditamatkan dan angka buta huruf. 

Upaya pembangunan dan pengembangan pendidikan pada umum nya lebih 

diarahkan pada usaha memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan 

peningkatan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk 

menyediakan sarana wajib belajar 6 tahun yang dicanangkan pada tahun 1984 

menjadi wajib belajar 9 tahun yang dimulai tahun 1994. Diharapkan dengan 

demikian tingkat pendidikan penduduknya akan lebih baik dan jumlah penduduk 

yang buta huruf  akan berkurang terutama pada penduduk usia sekolah (7-18 

tahun). 
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Dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.5. Indikator Kesejahteraan Rakyat di Bidang Pendidikan 2016 dan 

2020 

Indikator pendidikan Tahun 2016 Indikator Pendidikan Tahun 2020 

A. Angka Partisipasi Sekolah (APS) : 

a. Untuk umur (5-6 tahun) 

 Total : 24,13 % 

b. Untuk umur (7-12 tahun) 

 Total : 100 % 

c. Untuk umur (13-15) 

 Total : 100 % 

d. Untuk Umur (16-18) 

 Total : 96,74 % 

B. Angka Partisipasi Murni (APM) 

a. Sekolah Dasar (SD) 

 Total  : 98,34 % 

b. Sekolah Menengah Pertama 

(SMP) 

 Total : 82,31 % 

c. Sekolah Menengah Atas (SMA) 

 Total : 85,79 % 

C. Angka Buta Huruf 

A. Angka Partisipasi Sekolah (APS) : 

a. Untuk umur (5-6 tahun) 

 Total : 21,67 % 

e. Untuk umur (7-12 tahun) 

 Total : 99,95 % 

f. Untuk umur (13-15) 

 Total : 100 % 

g. Untuk Umur (16-18) 

 Total : 92,23 % 

B. Angka Partisipasi Murni (APM) 

d. Sekolah Dasar (SD) 

 Total  : 99,94 % 

e. Sekolah Menengah Pertama 

(SMP) 

 Total : 84,73 % 

f. Sekolah Menengah Atas 

(SMA) 

 Total : 81,87 % 
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a. Buta Huruf 

 Total : 0,90 % 

b. Melek Huruf 

 Total : 99,10 % 

D. Tingkat Pendidikan Yang 

Ditamatkan 

a. Tidak punya ijazah Sekolah 

Dasar (SD) 

a. Total : 2,46 % 

b. SD/MI/SMLB/Paket A 

 Total : 10,54 % 

c. SMP/MTs/SMPLB/Paket B 

 Total : 12,51 % 

d. SMP/MTs/SMPLB/Paket c 

 Total : 40,65 % 

e. SMK/MAK 

 Total : 2,54 % 

f. Diploma 3 

 Total : 6,70 % 

g. Sarjana/S1 

 Total : 21,54 % 

h. Magister/S2 

C. Angka Buta Huruf 

a. Buta Huruf 

 Total : 0,31 % 

b. Melek Huruf 

 Total : 99,69 % 

D. Tingkat Pendidikan Yang 

Ditamatkan 

a. Tidak punya ijazah Sekolah 

Dasar (SD) 

 Total : 7,34 % 

b. SD/MI/SMLB/Paket A 

 Total : 7,34 % 

c. SMP/MTs/SMPLB/Paket B 

 Total : 16,65 % 

d. SMP/MTs/SMPLB/Paket c 

 Total : 33,76 % 

e. SMK/MAK 

 Total : 3,76 % 

f. Diploma 3 

 Total : 6,42 % 

g. Sarjana/S1 

 Total : 22,33 % 
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 Total : 2,17 % 

 

 

h. Magister/S2 

 Total : 3,04 % 

 

Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Banda Aceh 2016 dan 2020 

 

Pada tabel 4.5. yang menjelaskan Indikator kesejahteraan rakyat di bidang 

pendidikan menunjukkan data APS (Angka Partisipasi Sekolah), APM (Angka 

Partisipasi Murni), Angka Buta Huruf, dan Tingkat pendidikan yang ditamatkan 

terdapat nilai perbandingan antara tahun 2015 dan tahun 2020 sehingga data 

tersebut dapat kita analisa sebagai berikut.  

a. Pada tahun 2015 Angka Partisipasi sekolah (APS) di Wilayah kota Banda Aceh 

suatu akses untuk membangun pendidikan di kalangan Wilayah kota Banda 

Aceh. Secara konseptual data angka partisipasi sekolah (APS) mengalami 

peningkatan secara perkiraan usia, secara rata-rata partisipasi sekolah pada 

masyarakat sudah mencapai 96,74 %, angka ini menurun pada tahun 2020 

sehingga secara rata-rata hanya mencapai 92,23 %. Sehingga pada tahun 2020 

partisipasi sekolah belum sesuai dengan strategi pemerintah Kota Banda Aceh 

pada peningkatan sarana dan prasarana pendidikan secara merata. 

b. Angka Partisipasi Murni (APM)  Pada Tahun 2015 di Kota Banda Aceh 

menurun secara perhitungan statistik dengan memperoleh angka kisaran 88,81 

% per setiap tingkatan sekolah dan kembali naik pada tahun 2020 tercatat 

sebanyak 88,85 %. Dan boleh dikatakan Angka Partisipasi Murni pada sudah 

sesuai dengan strategi pemerintah Kota Banda Aceh untuk meningkatkan 
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pendidikan gratis dengan cara meningkatkan pembiayaan penunjang 

pendidikan. 

c. Pada tahun 2015 Angka buta huruf pada kalangan masyarakat Kota Banda 

Aceh secara rata-rata meningkat 0,90 % dan untuk tahun 2020 mengalami 

penurunan mencapai 0,31 %. Apabila dilihat pada penjelasan tersebut Kota 

Banda Aceh sudah berhasil mengatasi dan mengurangi angka buta huruf pada 

tahun 2020 berbanding pada tahun 2015. 

d. Pada tahun 2015 secara data yang dilampirkan bahwa angka pendidikan yang 

ditamatkan masyarakat Kota Banda Aceh sebanyak 99,11 % dan masyarakat 

yang tidak menamatkan pendidikan kisaran 2,46 % dan pada tahun 2020 

dimana masyarakat menamatkan pendidikan sebanyak 100% dan yang tidak 

menamatkan sekolah dasar kisaran 7,34 %. Dengan ini dapat dinyatakan pada 

tahun 2020 masyarakat yang telah menamatkan pendidikannya sudah cukup 

membaik apabila dibandingkan dengan tahun 2015 sebelumnya. 

 

4.3.2.  Kesehatan 

 Salah satu aspek penting kesejahteraan adalah kualitas fisik penduduk yang 

dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk. Derajat kesehatan penduduk antara 

lain dapat diukur dengan angka kesakitan dan rata-rata lama sakit. Sementara 

untuk melihat gambaran tentang kemajuan upaya peningkatan dan status 

kesehatan masyarakat dapat dilihat dari indikator penolong persalinan bayi, 

ketersediaan sarana kesehatan dan jenis pengobatan yang dilakukan. Oleh karena 

itu, usaha untuk meningkatkan dan memelihara mutu pelayanan kesehatan melalui 



 

38 

 

pemberdayaan sumber medis termasuk ketersediaan obat yang dapat dijangkau 

oleh masyarakat perlu mendapat perhatian utama. 

Dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel 4.6. Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Banda Aceh di Bidang 

Kesehatan 2016 dan 2020 

Indikator Kesehatan 2016 Indikator Kesehatan 2020 

A.  Angka Kesakitan  

 Laki-laki : 25,11 % 

 Perempuan : 28,39 % 

B. Angka Kematian Ibu (AKI) 

 37 per 100,000 kelahiran hidup 

C. Angka Kematian Bayi (AKB) 

 4 kematian bayi dari 1000 

kelahiran hidup 

D.  Masyarakat Yang Memiliki Jaminan 

Kesehatan  

 Masyarakat yang menerima 

berjumlah 39,91 % 

A.  Angka Kesakitan  

 Laki-laki : 14,55 % 

 Perempuan : 15,27 % 

B. Angka Kematian Ibu (AKI) 

   114 per 100,000 kelahiran 

hidup 

C. Angka Kematian Bayi (AKB) 

 2 kematian bayi dari 1000 

kelahiran hidup 

D.  Masyarakat Yang Memiliki 

Jaminan Kesehatan  

 Masyarakat yang menerima 

berjumlah 69,18 % 

 

Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Banda Aceh 2016 dan 2020 
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Sebagaimana terlihat pada tabel 4.6. Indikator kesejahteraan rakyat di bidang 

kesehatan mulai dari Angka Kesakitan, Angka Kematian Ibu (AKI), Angka 

Kematian Bayi (AKB), dan masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan pada 

tahun 2015 dan 2020, 

a. Angka kesakitan Pada tahun 2015  pada masyarakat mendapatkan angka 

yang tinggi ketimbang tahun 2020 dimana hasil presentase angka 

kesakitan berkurang hingga 29,82 % hal ini menunjukkan pemerintah Kota 

Banda Aceh serius menangani permasalahan kesehatan ini sendiri. 

b. Angka Kematian Ibu (AKI) Pada tahun 2015 lebih sedikit ketimbang di 

tahun 2020 menurut data dari statisik Banda Aceh banyak angka kematian 

ibu pada tahun 2020 sebanyak 114 per 100.000 kelahiran hidup hal ini 

disebabkan karenakan banyaknya perempuan yang menikah di usia 

dibawah umur, permasalahan kehamilan, permasalahan pengelolaan alat-

alat medis dan kecelakaan. 

c. Angka Kematian Bayi (AKB) Pada tahun 2015 angka kematian bayi lebih 

tinggi ketimbang di tahun 2020 dengan data ini dapat kita lihat data 

bahwasanya pemerintah Kota Banda Aceh serius dalam menanggani hal 

permasalah angka kematian bayi di Kota Banda Aceh. 

d. Jaminan kesehatan merupakan program nasional yang sangat berarti 

teruntuk bagi masyarakat miskin dan kurang mampu berdasarkan Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2004 sehingga pemerintah dapat menjamin 

seluruh masyarakat Kota Banda Aceh yang kurang mampu mendapatkan 

jaminan kesehatan ini. Terlihat pada data di tahun 2015 masyarakat yang 
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menerima jaminan kesehatan lebih sedikit dibandingkan dengan penerima 

jaminan kesehatan 2020 hal ini dapat disimpulkan bahwasanya pemerintah 

Kota Banda Aceh sunggah benar-benar dalam menanggulangi masyarakat 

yang berhak menerima jaminan kesehatan. 

4.3.3.  Sosial   

Keadaan sosial ekonomi masyarakat dapat pula dilihat dari beberapa hal     

yang berkaitan dengan kesejahteraan, antara lain rumah tangga yang mendapat 

pelayanan kesehatan gratis, pemberian bantuan tunai pendidikan terkait 

Program KIP (Kartu Indonesia Pintar), bantuan non tunai KKS (Kartu 

Keluarga Sejahtera) untuk keluarga kurang mampu dan bantuan kredit usaha. 

Penerbitan kartu pelayanan kesehatan secara gratis meruapakan salah 

satu upaya pemerintah dalam pengetasan kemiskinan di bidang kesehatan. 

Sebagian besar rumah tangga menggunakan jamkesmas/PBI untuk 

mendapatkan pelayanan kesehatan gratis. Dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.7. Indikator Kesejahteraan Rakyat di Bidang Sosial  

 Tahun 2016 dan 2020 

Indikator Sosial Ekonomi 2016 Indikator Sosial Ekonomi 2020 

A.  Jaminan Kesehatan 

 Tidak memiliki jaminan 

kesehatan : 10,38 % 

 Perusahaan/kantor : 0,76 % 

 Asuransi swasta : 0,92 % 

 Jamkesda : 6,65 

A.  Jaminan Kesehatan 

 Tidak memiliki jaminan 

kesehatan  : 0,91 % 

 Perusahaan/kantor : 3,63 % 

 Asuransi swasta : 0,59 % 

 Jamkesda : 69,18 % 
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 Jamkesmas/FBI : 39,31 % 

 Askes/Asabri/Jamsostek : 

22,61 % 

 BPJS Ketenaga kerjaan : 

4,74 % 

 BPJS Kesehatan : 16,30 % 

B. Jaminan Sosial 

 Rumah tangga penerima 

jaminan pensiun/veteran : 

19,94 % 

 Rumah tangga penerima 

jaminan hari tua : 8,98 % 

 Penerimaasuransi 

kecelakaan : 4,52 % 

 Rumah tangga penerima 

pesangon : 2,72 % 

C. Jaminan Pendidikan BSM 

(Beasiswa Siswa Miskin) 

 Sekolah Dasar (SD) : 54,28 

% 

 Sekolah Menengah Pertama 

( SMP) : 32,23 % 

 BPJS Kesehatan non PBI : 

32,10 % 

 BPJS Kesehatan PBI : 60,04 

% 

B. Jaminan Sosial 

 Memiliki/menerima 

pesangon PHK : 31,5 % 

 Jaminan/asuransi kematian : 

2,82 % 

 Asuransi Kecelakaan Kerja : 

1,07 % 

 Jaminan Hari Tua : 19,92 % 

 Jaminan pensiun/veteran : 

44,69 % 

C. Jaminan Pendidikan PIP (Proram 

Indonesia Pintar) 

 Sekolah Dasar (SD) : 26,23 % 

 Sekolah Menengah Pertama 

(SMP) : 65,59 % 

 Sekolah Menengah Atas 

(SMA) : 71,32 % 
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 Sekolah Menengah Atas 

(SMA) : 31,23 % 

Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Banda Aceh 2016 dan 2020 

Sebagaimana terlihat pada tabel 4.7. Pada Indikator Kesejahteraan Rakyat 

di Bidang Sosial Ekonomi menunjukkan beberapa indikator yang berdampak pada 

kesejahteraan rakyat yaitu, Jaminan Kesehatan, Jaminan Sosial, Jaminan 

Pendidikan BSM (Beasiswa Siswa Miskin) pada tahun 2015 dan 2020.  

Masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan di Kota Banda Aceh 

mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, jumlah kelompok masyarakat yang tidak 

memiliki jaminan kesehatan tercatat sebanyak 10,38 %, angka ini menurun drastis 

pada tahun 2020 dimana mereka yang tidak memiliki jaminan kesehatan hanya 

tersisa sebanyak 0,91 %, jaminan kesehatan merupakan sebuah program pemerintah 

sesuai kebutuhan sosial pada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 2004 tentang memenuhi kebutuhan masyarakat baik yang membayar sendiri 

iuran nya ataupun iuran yang dibayar oleh pemerintah itu sendiri. 

Menurut BPS Kota Banda Aceh jaminan kesehatan bagi masyarakat baik 

golongan yang dibayar oleh pemerintah maupun yang membayar sercara peribadi 

mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 jumlah masyarakat yang membayar 

sendiri iuran jaminan kesehatan sebanyak 47,64 % dan bagi masyarakat yang 

jaminan kesehatan ditanggung oleh pemerinatah sebanyak 16,30%, angka ini 

meningkat dratis pada tahun 2020 dimana mereka mempunyai kesadaran akan 

penting jaminan kesehatan yang bertambah sebanyak 73,40 % pada golongan 

masyarakat yang membayar sendiri iuran nya dan bagi golongan masyarakat yang 
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ditanggung pemerintah bertambah sebanyak 60,18 %. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwasanya pemerintah Kota Banda Aceh sudah sukses dalam menjalankan 

program sosial pada jaminan kesehatan. 

a. Jaminan sosial sebuah program sosial yang diselenggarakan dalam bentuk 

perlindungan tanggungan sosial bagi seluruh kelompok masyarakat yang 

bertujuan agar kebutuhan hidupnya menjadi layak. Pada tahun 2015 jaminan 

sosial di Kota Banda Aceh mengalami penurunan secara signifikan sehingga 

bagi masyarakat yang mendapatkan jaminan sosial secara keseluruhan 

sebanyak 36,16 %, dan angka tersebut naik pesat pada tahun 2020 pada 

masyarakat yang menerima jaminan sosial bertambah sebanyak 98,93 %. 

Sehingga dapat dinyatakan program jaminan sosial di Kota Banda sudah 

dijalankan secara efektif. 

b. Jaminan pendidikan merupakan suatu hak segala bangsa untuk memperoleh 

pendidikan guna meningkatkan mutu kualitas hidup dan ini juga dapat 

dijelaskan dalam UUD 1945 yang berisi tentang pemerintah wajib 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan kesejahteraan kehidupan 

umum. Masyarakat di Kota Banda Aceh yang memiliki jaminan pendidikan 

mengalami peningkatan.  

Pada tahun 2015 jaminan pendidikan diberikan kepada masyarakat 

dalam bentuk beasiswa yang  diberikan kepada masyarakat miskin juga disebut 

dengan BSM (besiswa siswa miskin) tetapi secara data BPS Kota Banda Aceh  

yang menerima jaminan pendidikan tersebut sangat rendah dibandingkan pada 

tahun 2020 yang meningkat sebanyak 45,40 % yang disalurkan dalam bentuk 
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program Indonesia pintar (PIP). Pada penjelasan diatas dapat kita simpulkan 

banwasanya jaminan pendidikan di Kota Banda Aceh sudah semakin 

meningkat dari tahun ke tahun. 

4.4. Kondisi Pendidikan, Kesehatan, dan Sosial pada Tingkat Kecamatan di 

Kota Banda Aceh Tahun 2017 dan 2020 

4.4.1.  Bidang Pendidikan  

Sebuah kesuksesan utama dalam pembangunan sebuah Negara merupakan 

adanya dan tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup dan 

berkualitas. Berlandaskan amant UU 1945 beserta amademennya (pasal 31 ayat 

2), maka melalui jalur pendidikan pemerintah secara konsisten berupaya 

meningkatkan SDM penduduk Indonesia. 

Meningkatnya pendidikan juga akan menghasilkan kualitas Sumber Daya 

Manusia (SDM) yang efektif dan berdaya saing di era global sekarang dan juga 

mampu meningkatkan perekonomian berlandaskan kemasyarakatan. Pada 

peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sekarang ini diutamakan 

kesempatan pada usia (7-24 tahun) untuk mendapatkan pendidikan baik sarana 

ataupun prasarana. 

Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan dapat berdampak baik dan 

juga dapat menunjang dan meningkatkan kualitas pendidikan baik dari pendidikan 

Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama 
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(SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) ataupun Sekolah Menengah Atas (SMA) 

yang ruang lingkupnya dibawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 16 

Berdasarkan catatan Dinas Pendidikan pada tahun, ajaran 2019/2020 jumlah 

sekolah TK negeri dan swasta sebanyak 98 unit, SD negeri dan swasta sebanyak 

87 unit, dan SMP negeri dan swasta sebanyak 33 unit. Untuk tingkat sekolah dasar 

(SD) diperoleh lulusan sejumlah 4.090 siswa dan anak putus sekolah sejumlah 4 

orang. Data yang lebih kongkrit dan efesien yang dapat mejelaskan pendidikan di 

Kota Banda Aceh semakin membaik dari tahun ke tahun dengan ini  kita dapat 

mempelajari pada tabel-tabel dibawah ini. 

a.  Jumlah Banyaknya Sekolah Menurut Kecamatan di Kota Banda Aceh.  

Dari hasil data yang di dapatkan bahwasanya ada penambahan 

jumlah sekolah di Kecamatan Kota Banda Aceh dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.8. Jumlah Sekolah Dasar (SD) Menurut Kecamatan  

di Kota Banda Aceh tahun 2017 dan 2020 

No Kecamatan Jumlah 

(Tahun 2017) 

Jumlah 

(Tahun 2020) 

1 Meuraxa 9 10 

2 Jaya Baru 8 8 

3 Banda Raya 8 9 

4 Baiturrahman 14 15 

5 Lueng Bata 4 4 

                                                             
16 Banda Aceh dalam angka 2017 dan 2020, hlm. 109 
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6 Kuta Alam 14 14 

7 Kuta Raja 6 6 

8 Syiah Kuala 14 14 

9 Ulee Kareng 7 7 

Jumlah  84 87 

Sumber : Banda Aceh Dalam Angka 2017 dan 2020 

Tabel 4.8. Untuk tahun 2017 dan 2020 dapat kita ketahui jumlah 

sekolah dasar (SD) pada tahun tersebut semakin meningkat secara 

signifikan. Pada tahun 2017 jumlah sekolah pada tahun tersebut secara data 

hanya berjumlah 84 sekolah,  pada tahun 2020 jumlah sekolah bertambah 3 

sekolah, secara keseluruhan jumlah sekolah meningkat menjadi 87 sekolah. 

Tabel 4.9. Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP)  

Menurut Kecamatan di Kota Banda Aceh tahun 2017 dan 2020 

No Kecamatan Jumlah 

(Tahun 2017) 

Jumlah 

(Tahun 20120 

1 Meuraxa 3 3 

2 Jaya Baru 2 2 

3 Banda Raya 3 4 

4 Baiturrahman 6 6 

5 Lueng Bata 3 3 

6 Kuta Alam 9 9 

7 Kuta Raja 2 2 

8 Syiah Kuala 3 3 
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9 Ulee Kareng 1 1 

Jumlah  32 33 

Sumber : Banda Aceh Dalam Angka 2017 dan 2020 

  Tabel 4.9. Jumlah sekolah menengah pertama (SMP) pada tahun 

2017 dan 2020 meningkat secara keseluruhan. Untuk tahun 2017 jumlah 

sekolah tercatat sebanyak 32 sekolah dan pada tahun 2020 bertambah 

menjadi 33 sekolah secara signifikan.  

Tabel 4.10. Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) 

Menurut Kecamatan  di Kota Banda Aceh tahun 2017 dan 2020 

No Kecamatan Jumlah 

(Tahun 2017) 

Jumlah 

(Tahun 2020) 

1 Meuraxa 3 3 

2 Jaya Baru - - 

3 Banda Raya 3 6 

4 Baiturrahman 5 5 

5 Lueng Bata 1 1 

6 Kuta Alam 11 10 

7 Kuta Raja 2 2 

8 Syiah Kuala 3 3 

9 Ulee Kareng 1 1 

Jumlah  29 31 

Sumber : Banda Aceh Dalam Angka 2017 dan 2020 



 

48 

 

Tabel 4.10. Jumlah sekolah menengah pertama (SMA) pada tahun 

2017 lebih rendah dibandingkan pada tahun 2020, terhitung pada tahun 

2017 hanya sebanyak 29 sekolah dan pada tahun 2020 bertambah menjadi 

31 sekolah secara keseluruhan. 

b. Jumlah Murid Pada Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan Di Kota Banda 

Aceh 

Dari hasil data yang di dapatkan bahwasanya ada jumlah murid pada 

sekolah di Kecamatan Kota Banda Aceh meningkat setiap tahunnya. Jumlah 

tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.11. Jumlah murid pada  Sekolah Dasar (SD)  

Menurut Kecamatan  di Kota Banda Aceh tahun 2017 dan 2020 

No Kecamatan Jumlah 

(Tahun 2017) 

Jumlah 

(Tahun 2020) 

1 Meuraxa 1938 2435 

2 Jaya Baru 1959 2000 

3 Banda Raya 1978 2269 

4 Baiturrahman 3843 3720 

5 Lueng Bata 1388 1393 

6 Kuta Alam 4478 4577 

7 Kuta Raja 1926 2022 

8 Syiah Kuala 3527 3733 

9 Ulee Kareng 1790 2194 

Jumlah  22.827 24.343 

Sumber : Banda Aceh Dalam Angka 2017 dan 2020 
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 Tabel 4.11. Jumlah siswa pada sekolah dasar (SD) setiap tahunnya 

meningkat secara signifikan. Berdasarkan data pada tahun 2017 jumlah 

siswa pada pendidikan dasar yang hanya terhitung mencapai 22.827 siswa 

dan jumlah siswa tersebut meningkat pada tahun 2020 yang secara 

keseluruhan berjumlah 24.343 siswa. 

Tabel 4.12. Jumlah murid pada  Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

 Menurut Kecamatan di Kota Banda Aceh tahun 2017 dan 2020 

No Kecamatan Jumlah 

(Tahun 2017) 

Jumlah 

(Tahun 2020) 

1 Meuraxa 1044 1270 

2 Jaya Baru 158 141 

3 Banda Raya 1137 1111 

4 Baiturrahman 2067 2053 

5 Lueng Bata 693 738 

6 Kuta Alam 3112 3187 

7 Kuta Raja 181 200 

8 Syiah Kuala 560 757 

9 Ulee Kareng 404 379 

Jumlah  9.356 10.539 

Sumber : Banda Aceh Dalam Angka 2017 dan 2020 

 Tabel  4.12. Jumlah keseluruhan murid untuk sekolah menengah 

pertama (SMP) secara keseluruhan rendah pada tahun 2017, jumlah murid 

tercatat mencapai 9.356 siswa. Jumlah murid tersebut meningkat pada tahun 
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2020 yang terhitung secara keseluruhan mencapai 10.539 siswa secara 

signifikan. 

Tabel 4.13. Jumlah murid pada  Sekolah Menengah Atas  (SMA)  

Menurut Kecamatan di Kota Banda Aceh tahun 2017 dan 2020 

No Kecamatan Jumlah 

(Tahun 2017) 

Jumlah 

(Tahun 2020) 

1 Meuraxa 1021 1030 

2 Jaya Baru - - 

3 Banda Raya 1425 1637 

4 Baiturrahman 640 676 

5 Lueng Bata 592 565 

6 Kuta Alam 4004 4220 

7 Kuta Raja 229 192 

8 Syiah Kuala 1162 1149 

9 Ulee Kareng 163 136 

Jumlah 9.236 9.605 

Sumber : Banda Aceh Dalam Angka 2017 dan 2020 

Tabel 4.13. Jumlah untuk murid pada sekolah menengah atas (SMA) 

secara keseluruhan menurun pada tahun 2017 dan meningkat pada tahun 

2020. Untuk tahun 2017 angka murid yang bersekolah pada tingkatan atas 

tercatat sebesar 9.236 siswa, dan pada tahun 2020 jumlah siswa bertambah 

menjadi 9.605 siswa. 
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4.4.2. Bidang Kesehatan 

a. Banyaknya sarana kesehatan dan jenis sarana kesehatan menurut Kota 

Banda Aceh 

Dari hasil data keseluruhan yang bahwasanya terjadi penurunan 

jumlah sarana kesehatan di Kecamatan Kota Banda Aceh. Data tersebut 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.14. Jumlah banyaknya jenis sarana kesehatan  

di Kota Banda Aceh tahun 2017 dan 2020 

No Fasilitas Kesehatan Jumlah 

(Tahun 2017) 

Jumlah 

(Tahun 2020) 

1 Rumah Sakit (Umum + Swasta) 14 12 

2 Rumah Bersalin 7 - 

3 Pukesmas 11 12 

4 Pukesmas Pembantu 26 27 

5 Polindes/poskesdes 34 33 

6 Posyandu 114 115 

7 Klinik/Balai Kesehatan 31 29 

8 Pukesmas Keliling 7 5 

Jumlah  244 233 

 

   Terkait dengan tabel 4.14. Banyaknya faslitas sarana kesehatan di 

Kota Banda Aceh semakin rendah setiap tahunnya. Pada tahun 2017 jumlah 

sarana kesehatan meningkat secara signifikan yang tercatat mencapai 244 

Sumber : Banda Aceh Dalam Angka 2017 dan 2020 
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sarana kesehatan, dan jumlah tersebut menurun drastis pada tahun 2020  

tercatat sebanyak 233 tempat sarana kesehatan di Kota Banda Aceh. 

b. Banyaknya tenaga kesehatan di Kota Banda Aceh 

Dari hasil data jumlah tenaga kesehatan yang bekerja pada sarana 

kesehatan dinyatakan rendah dikarenakan minimnya peminat di bagian 

kesehatan.  jumlah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.15. Jumlah banyaknya tenaga kesehatan Rumah Sakit 

 di Kota Banda Aceh tahun 2017 dan 2020 

No Tenaga Kesehatan Jumlah 

(Tahun 2017)  

Jumlah  

(Tahun 2020) 

1 Dokter Umum - 198 

2 Medis 786 137 

3 Perawat 1897 1089 

4 Gizi - 52 

5 Bidan 357 321 

6 Farmasi 123 109 

7 Kesehatan lingkungan  - 17 

8 Kesmas - 131 

9 Fisioterapi  - 37 

Jumlah  3.169 2.137 

 

Bedasarkan pada tabel 4.15. Untuk tenaga kesehatan pada rumah 

sakit di wilayah Kota Banda Aceh meningkat secara rata-rata. Pada tahun 

Sumber : Banda Aceh Dalam Angka 2017 dan 2020 
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2017 tenaga kesehatan di Kota Banda Aceh tercatat mencapai 3.169 pekerja 

dan jumlah tersebut menurun drastis menjadi 2.137 tenaga kesehatan pada 

tahun 2020 secara signifikan. 

c. Banyaknya tenaga kesehatan medis pada puskesmas di Kota Banda Aceh 

Dari hasil data jumlah tenaga kesehatan yang bekerja pada puskesmas 

di Kota Banda Aceh dinyatakan rendah dikarenakan minimnya peminat di 

bagian kesehatan.  Jumlah keseluruhan tersebut dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.16. Jumlah banyaknya tenaga kesehatan pada Pukesmas  

di Kota Banda Aceh tahun 2017 dan 2020 

No Tenaga Kesehatan Jumlah 

(Tahun 2017)  

Jumlah  

(Tahun 2020) 

1 Dokter Umum 29 44 

2 Dokter Gigi 11 12 

3 Perawat 83 89 

4 Perawat Gigi 25 28 

5 Bidan 173 173 

6 Farmasi 21 21 

7 Ahli Gizi  11 12 

8 Teknisi Medis 24 3 

9 Sanitasi  15 17 

10 Kesehatan Masyarakat 39 27 

Jumlah  431 426 

Sumber : Banda Aceh Dalam Angka 2017 dan 2020 
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    Tabel 4.16. Tenaga kesehatan pada puskesmas di wilayah Kota 

Banda Aceh tercatat semakin rendah untuk setiap tahun nya. jumlah tenaga 

kesehatan pada puskesmas pada tahun 2017 secara keseluruhan tercatat 

menjadi 431 pekerja kesehatan dan pada tahun 2020 tenaga kesehatan pada 

puskesmas menurun menjadi 426 pekerja kesehatan. 

d. Jumlah kasus penyakit menurut puskesmas di Kota Banda Aceh  

Menurut hasil data jumlah kasus penyakit yang melanda Kota Banda 

Aceh secara keseluruhan sudah membaik secara signifikan di karenakan 

angka kasus tersebut sudah menurun. Angka kasus penyakit dapat dilihat 

pada tabel berikut : 

Tabel 4.17. Jumlah kasus penyakit menurut puskesmas  

di Kota Banda Aceh tahun 2017 dan 2020 

No Jenis kasus penyakit 2017 Jumlah  2020 Jumlah  

1 Malaria  1 1 1 1 

2 TB Paru 184 184 684 684 

3 Diare  3653 3653 2492 2492 

4 DBD 152 152 345 345 

Jumlah   3.990  3.522 

 

  Tabel 4.17. Kasus penyakit yang melanda Kota Banda Aceh tercatat 

sudah semakin membaik. Pada tahun 2017 jumlah kasus penyakit yang 

tercatat mencapai 3.990 kasus dan jumlah kasus tersebut menurun menjadi 

3.522 kasus pada tahun 2020. 

Sumber : Banda Aceh Dalam Angka 2017 dan 2020 
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e. Jumlah kelahiran bayi yang ditangani puskesmas di Kota Banda Aceh  

Tingkat kelahiran dan melahir meninggal di Kota Banda Aceh dapat 

dinyatakan meningkat secara keseluruhan. Jumlah kelahiran dan meninggal 

seorang bayi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.18. Jumlah kelahiran bayi yag ditangani puskesmas  

di Kota Banda Aceh tahun 2017 dan 2020 

 

No 

 

Puskesmas  

2017 2020 

Lahir 

Hidup 

Lahir 

Mati 

Lahir  

Hidup 

Lahir  

Mati 

1 Meuraxa 435 3 436 6 

2 Jaya Baru 565 1 488 1 

3 Banda Raya 507 - 528 3 

4 Baiturrahman 842 - 827 - 

5 Batoh  542 1 477 2 

6 Kuta Alam 607 1 491 1 

7 Lampulo  524 - 508 - 

8 Lampaseh Kota 272 - 256 - 

9 Kopelma 

Darussalam 

403 1 371 - 

10 Jeulingke 382 - 387 1 

11 Ulee Kareng 389 - 561 - 

Jumlah  5.468 7 5.330 14 

Sumber : Banda Aceh Dalam Angka 2017 dan 2020 
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    Tabel 4.18. Tingkat kelahiran dan melahir meninggal di Kota Banda 

Aceh dapat dinyatakan meningkat. Pada tahun 2017, jumlah bayi yang 

meninggal sebanyak 7 bayi dari 5.468 kelahiran sedangkan pada tahun 

2020, dari 5.330 kelahiran, sebanyak 14 bayi yang meninggal.  

4.4.3. Bidang Sosial 

a. Jumlah pasien yang mengunakan Askes, Umum, Jamkesmas, dan JKA di 

Pukesmas Kota Banda Aceh tahun 2017 dan 2020 

  Menurut data banyaknya pasien yang mengunakan jaminan 

kesehatan baik yang ditanggung oleh negara maupun pribadi dapat 

disimpulkan meningkat. Data pasien tersebut dapat dilihat pada tabel berikut 

Tabel 4.19. Jumlah pasien yang mengunakan Askes, Umum, Jamkesmas,  

dan JKA  pada Pukesmas di Kota Banda Aceh tahun 2017 

No Kecamatan Askes Umum Jamkesmas JKRA JKN 

1 Meuraxa 7717 234 6962 28576 63 

2 Jaya Baru 7217 649 5248 16504 4731 

3 Banda Raya 7346 97 4394 16140 532 

4 Baiturrahman 13430 8298 10430 44937 3042 

5 Lueng Bata 5823 39 6500 33761 - 

6 Kuta Alam 9618 8600 9162 37564 1758 

7 Kuta Raja 3323 1566 6725 8894 5839 

8 Syiah Kuala 14176 523 5117 32627 132 

9 Ulee Kareng 7239 - 7696 23332 2398 

Jumlah  76.380 20.006 62.234 242.335 18.493 
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Sumber : Banda Aceh Dalam Angka 2017 dan 2020 

Tabel 4.20. Jumlah pasien yang mengunakan Askes, Umum, Jamkesmas, 

 dan JKA  pada Pukesmas di Kota Banda Aceh tahun 2020 

No Kecamatan Askes Umum Jamkesmas JKRA JKN 

1 Meuraxa 9317 623 10464 46743 486 

2 Jaya Baru 25473 7374 19977 30861 20323 

3 Banda Raya 15395 167 9282 30987 177 

4 Baiturrahman 27615 925 23109 59852 6392 

5 Lueng Bata 6733 180 6496 34193 - 

6 Kuta Alam 32702 202 16168 69503 1117 

7 Kuta Raja 11389 1449 15177 14779 17057 

8 Syiah Kuala 22379 138 13526 34028 580 

9 Ulee Kareng 12549 - 15282 41086 534 

Jumlah  163.552 11.058 129.481 362.032 46.666 

Sumber : Banda Aceh Dalam Angka 2017 dan 2020 

Tabel 4.19. dan 4.20. Jumlah peserta pasien jaminan kesehatan di Kota 

Banda Aceh pada tahun 2017 mencapai 419.448 orang. Dari jumlah tersebut, 

penerima jaminan kesehatan yang ditanggung iuran oleh pemerintah untuk 

yang tertinggi pada jaminan kesehatan rakyat Aceh (JKRA) yang terhitung 

sebesar 242.335 jiwa. Sedangkan pada peserta jaminan kesehatan nasional 

(JKN) sebanyak 18.493 jiwa.  Jumlah peserta pasien bertambah pada tahun 

2020 yang mencapai 712.789 orang, peserta yang menerima jaminan 

kesehatan yang ditanggung langsung oleh pemerintah (Jaminan Kesehatan 
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Rakyat Aceh, JKRA) sebanyak 362.032 jiwa. Sedangkan peserta jaminan 

kesehatan pada masyarakat umum sebanyak 11.058 jiwa.  

 

c. Jumlah sumber penerangan di  Kota Banda Aceh tahun 2017 dan 2020 

Menurut data sumber penerangan di Kota Banda Aceh secara 

keseluruhan sudah membaik masyarakat sudah disadarkan bahwasanya listrik 

sudah menjadi kebutuhan primer dan skunder. Presentase masyarakat yang 

memakai sumber pembakit listrik negara (PLN) dapat dilihat pada tabel 

berikut : 

Tabel 4.21. Jumlah sumber penerangan di Kota Banda Aceh tahun 

2017 dan 2020 

No Kecamatan 2017 2020 

1 Listrik PLN 99,72 Persen 100,00 Persen 

2 Listrik Non PLN 0,28 Persen - 

3 Petromax Aladin - - 

4 Pelita, sentir, obor - - 

Jumlah 100 persen 100 persen 

  Sumber : Banda Aceh Dalam Angka 2017 dan 2020  

   Tabel  4.21. Jumlah untuk sumber listrik yang digunakan oleh 

masyarakat pada Kota Banda Aceh. Pada tahun 2017,  sumber listrik yang 

dipakai untuk penerangan hanya 99,72 persen yang memakai pembangkit 

listrik negara (PLN)  . Tetapi pada tahun 2020 masyarakat Kota Banda Aceh 

yang menggunakan untuk kebutuhan sehari-hari secara langsung meningkat 
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100 persen sehingga dapat dinyataka masyarakat di Kota Banda Aceh sumber 

penerangan sudah bergantung pada listrik negara atau PLN. 

d. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan 

bantuan di  Kota Banda Aceh tahun 2017 dan 2020 

Menurut data jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) 

yang mendapatkan bantuan di Kota Banda Aceh. Bantuan yang disalurkan 

berupa bantuan rehap rumah tidak layak huni, bantuan tunai (PKH), bantuan 

bahan kue dan barang jualan di kios, dan bantuan modal usaha (kelompok 

usaha bersama) ini adalah sebuah program strategi pemerintah Kota Banda 

Aceh untuk mensejahterakan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan 

sosial (PMKS) di Kota Banda Aceh. Untuk data keseluruhan dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

Tabel 4.22. Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) 

 yang mendapatkan bantuan di Kota Banda Aceh tahun 2017 

 

No 

 

Kecamatan 

Bantuan 

Rehab 

Rumah  

Bantuan 

Tunai 

(PKH)  

Bantuan 

Barang 

jual  

Bantuan 

Modal 

Usaha) 

1 Meuraxa - 270 - 130 

2 Jaya Baru - 310 - - 

3 Banda Raya - 240 - 20 

4 Baiturrahman - 236 - 30 

5 Lueng Bata 10 239 57 110 



 

60 

 

6 Kuta Alam - 227 100 - 

7 Kuta Raja - 264 - 30 

8 Syiah Kuala - 219 - - 

9 Ulee Kareng 40 543 - 30 

Jumlah 50 2548 157 350 

Sumber : Banda Aceh Dalam Angka 2017 dan 2020 

Tabel 4.23. Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)  

yang mendapatkan bantuan di Kota Banda Aceh tahun 2020 

 

No 

 

Kecamatan 

Bantuan 

Rehab 

Rumah  

Bantuan 

Tunai 

(PKH)  

Bantuan 

Barang 

jual  

Bantuan 

Modal 

Usaha) 

1 Jaya Baru - 270 - 130 

2 Meuraxa - 310 - - 

3 Banda Raya - 240 - 20 

4 Baiturrahman - 236 - 30 

5 Lueng Bata 10 239 57 110 

6 Kuta Alam - 227 100 - 

7 Kuta Raja - 264 - 30 

8 Syiah Kuala - 219 - - 

9 Ulee Kareng 40 543 - 30 

Jumlah 50 2548 157 350 

Sumber : Banda Aceh Dalam Angka 2017 dan 2020 
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   Tabel 24 dan 25. Di atas menjelaskan tentang jumlah penyandang 

masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang mendapatkan bantuan di Kota 

Banda Aceh. Bantuan yang disalurkan berupa bantuan rehap rumah tidak 

layak huni, bantuan tunai (PKH), bantuan bahan kue dan barang jualan di 

kios, dan bantuan modal usaha (kelompok usaha bersama) ini adalah sebuah 

program strategi pemerintah Kota Banda Aceh untuk mensejahterakan 

masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Kota 

Banda Aceh. Menurut data pada tabel menjelaskan pada tahun 2017 jumlah 

masyarakat yang penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang 

menerima bantuan sekitaran 3105 jiwa dan pada tahun 2020 angka 

masyarakat PMKS yang menerima bantuan bertambah menjadi 4626 jiwa 

sehingga dapat kita simpul bahwasanya masyarakat penyandang masalah 

kesejahteraan (PMKS) pada tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan pada 

tahun sebelum nya. 
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BAB V 

PENUTUP 

1.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dan analisa data dalam penelitian tentang Strategi 

Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2017-

2020, maka bab ini akan diuraikan kesimpulan sebagai berikut ; 

a. Strategi pemerintah Kota Banda Aceh dalam penaggulangan kemiskinan 

dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu aspek pendidikan merupakan pada aspek 

tersebut sangat berpengaruh besar terhadap penanggulangan kemiskinan di 

Kota Banda Aceh. Dikarenakan dengan berpendidikan tinggi masyarakat 

Kota Banda Aceh agar mendapatkan pekerjaan yang layak.  Selanjutnya dapat 

dilihat dari aspek kesehatan yaitu dapat mempengaruhi angka kemiskinan, 

Aspek kesehatan yang buruk yang membuat fisikal masyarakat kurang 

produktivitas. Dengan kurang nya produktivitas maka penghasilan pun 

tenganggu sehingga dapat membuat lingkaran kemiskinan dikarenakan 

tingkat kesehatan yang buruk, pada aspek kesejahteraan sosial sosial juga 

berperan pada penanggulangan kemiskinan yang dimana tingkat 

kesejahteraan masyarakat tergantung dari pengaruh aspek sosial. Sehingga 

peran pemerintah untuk membantu masyarakat dari segi ekonomi dengan 

program-program kesejahteraan masyarakat seperti pemberian Bantuan 

Tunai Langsung (BLT), bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan 

program-program lainnya yang menunjang pertumbuhan perekonomian 

masyarakat. 
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b. Pemerintah Kota Banda Aceh telah melaksanakan pembangunan di berbagai 

bidang. Adapun pelakasanaan strategi pembangunan yang terkait dengan 

penanggulangan kemiskinan telah disasarkan pada Pendekatan akses dan 

mutu pendidikan, penyediaan bantuan beasiswa bagi mahasiswa miskin, 

peningkatan layanan Kesehatan dan sarana prasarana kesehatan, 

penanggulangan masalah sosial, peningkatan kesejahteraan melalui bintek 

dan pelatihan, Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Banda Aceh 2016 dan 

2020 merupakan  yang menyajikan data tentang kesejahteraan masyarakat 

Kota Banda Aceh pada tahun 2016 dan 2020. Data yang disajikan dalam 

publikasi ini bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), 

Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilakukan di Kota Banda 

Aceh pada tahun 2016 dan 2020 menggambarkan data dan informasi 

mengenai tingkat kesejahteraan penduduk Kota Banda Aceh yang disajikan 

dalam bentuk tabel dan ulasan-ulasan singkat mengenai indikator-indikator 

tersebut. 

1.2.  Saran  

Berdasarkan uraian mengenai Strategi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam 

penanggulangan kemiskinan tahun 2017-2020, saran yang diajukan kepada 

pemerintah Kota Banda Aceh untuk lebih meningkatkan kesejateraan sosial pada 

masyarakat Kota Banda Aceh terutama pada bidang Pendidikan, Kesehatan, dan 

Kesejahteraan Sosial. 

a. Untuk sektor pendidikan pemerintah Kota Banda Aceh diharapkan dapat 

meningkatkan program-program peningkatan mutu masyarakat seperti 
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memberikan beasiswa pendidikan bagi masyarakat Kota terutama 

masyarakat miskin dan kurang mampu terutama kepada masyarakat miskin 

yang berada di kawasan pesisisr, seperti masyarakat nelayan di desa 

Lampulo dan Gampong Jawa.  

b. pada sektor kesehatan pemerintah Kota Banda Aceh di sarankan agar 

memperluas jangkauan (converage)  jaminan kesehatan kepada masyarakat 

yang miskin dan kurang mampu dan lansia. 

c. Untuk meningkatkan kesejahteraan sosial diharapkan pemerintah Kota 

Banda Aceh meningkatkan pendapatan pada UMKM dalam hal produksi 

pasca panen, pemasaran, dan akses pemodalan bagi masyarakat dan 

memberikan jaminan sosial pada masyarakat terutama masyarakat yang di 

PHK pada pekerjaan nya 
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